
 
 

BUPATI MALINAU 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN  BUPATI MALINAU 

NOMOR 53 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN 

TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MALINAU, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan 

bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama, Pemerintah telah 

mengalokasikan dana Jaminan Kesehatan Nasional 

melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 

Sosial Kesehatan dalam bentuk Dana Kapitasi; 

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan 

keuangan daerah terkait dengan pengelolaan dan 

pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di 

Kabupaten Malinau dan untuk melaksanakan 

ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 

Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan 

Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada 

Fasilitas Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang 

Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

   Mengingat ....... 

 



Mengingat: 1.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), 

sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456);   

 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  

 5.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256) 

 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

8. Peraturan ...... 

 



  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

 11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah;   

 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2581/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk 

Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 2581); 

 14. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 

dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan 

tingkat pertama milik pemerintah daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);  

 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 6); 

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11  

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 

No 11); 

      17. Peraturan ……. 



    17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah (Berita daerah Kabupaten 

Malinau Tahun 2016 Nomor 43); 

 18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2017 

tentang Penjabaran APBD Kabupaten Malinau Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun 2017 No 75);  

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS 

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK 

PEMERINTAH DAERAH 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau. 

 

2. Bupati adalah Bupati Malinau. 

 

3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB. 

 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian 

Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Malinau. 

 

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 

adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah 

Daerah yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah yang 

merupakan Unit Pelaksana Teknis   pada   Dinas   Kesehatan   

Pengendalian Pendudk dan Keluarga Berencana yang   

menyelenggarakan   pelayanan kesehatan untuk    peserta    

Jaminan    Kesehatan   Nasional,    meliputi Puskesmas dengan   

atau   tanpa   perawatan,   Puskesmas   Pembantu, Puskesmas 

Keliling dan Poskesdes. 

6. Jasa ..... 

 

 



6. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh 

pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien 

dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, 

rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. 

 

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 

disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk 

untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

 

8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang 

dibayarkan di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta 

yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah 

pelayanan kesehatan yang diberikan. 

 

9. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara pengelolaan dan 

penggunaan Dana JKN oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 

 

10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan 

perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non 

kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan dan Keluarganya. 

 

11. Pengadaan Obat,Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai 

adalah pengadaan Obat dan BMHP yang ketersediaannya 

dinyatakan kosong oleh Gudang Obat Kabupaten Malinau tapi 

penggunaannya dibutuhkan sesegera mungkin untuk pelayanan 

kesehatan di Puskesmas. 

 

12. Bahan Habis Pakai adalah Bahan/Barang/Benda yang 

penggunaannya satu/beberapa kali pakai atau tidak tahan lama. 

 

13. Belanja Modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk 

menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan 

memberikan manfaat pada periode tertentu. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik 

pemerintah Daerah. 

 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan mengatur Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 

dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik Pemerintah 

Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD). 

 

BAB ....... 

 

 



BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi : 

a. Penganggaran; 

b. pembayaran dan penatausahaan; 

c. pemanfaatan Dana Kapitasi JKN; 

d. jasa Pelayanan Kesehatan; 

e. biaya Operasional Pelayan Kesehatan; 

f. pengelolaan Dana kapitasi JKN; dan 

g. pembinaan dan pengawasan; 

 

BAB III 

PENGANGGARAN 

 

Pasal 4 

(1)  Kepala FKTP Puskesmas menyusun rencana pendapatan dan 

belanja Dana Kapitasi JKN. 

 

(2)  Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi 

JKN tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Dinas 

Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

menyusun RKA-Perangkat Daerah. 

 

(3)  RKA-Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undang. 

 

BAB IV 

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN 

 

Pasal 5 

(1)  BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi JKN 

kepada FKTP Puskesmas milik pemerintah Daerah. 

 

(2)  Pembayaran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP 

Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. 

(3) Dana ......... 

 

 

 

 



(3) Dana Kapitasi JKN sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 

langsung oleh BPJS kesehatan kepada FKTP Puskesmas melalui 

rekening Dana Kapitasi JKN Puskesmas setelah dikurangi biaya 

administrasi bank. 

 

(4) Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 

sebagai pendapat. 

 

                                                 Pasal 6 

(1) Bendahara dana kapitasi JKN FKTP mencatat pendapatan dan  

belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan 

kepada kepala FKTP dengan melampirkan bukti pendapatan dan 

belanja yang sah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya 

untuk pengesahan oleh kepala FKTP. 

 

(2) Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP menyusun laporan realisasi 

pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP 

menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat 

pernyataan tanggungjawab Kepala FKTP setiap bulan kepada 

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 

 

(3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepala 

FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB menyampaikan surat 

permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) FKTP 

setiap pertiga bulan pada BPKAD untuk Penerbitan Surat 

Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh BPKD. 

 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan 

pembayaran dan penatausahaan Dana Kapitasi JKN kepada FKTP 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. 

 

BAB V 

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN 

 

Pasal 7 

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS dimanfaatkan 

seluruhnya untuk: 

a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan 

b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

(2) Alokasi ........ 



(2) Alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) untuk tiap FKTP 

ditetapkan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari 

penerimaan Dana Kapitasi JKN. 

 

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 

sebesar selisih dari Dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi 

untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

 

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan 

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

dengan pertimbangan: 

a. Tunjangan yang diterima dari Pemerintah Daerah; 

b. Kebutuhan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis 

Pakai; dan 

c. Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan dalam rangka 

mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan. 

 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan operasional 

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

 

 

Pasal 8 

 

(1) Pendapatan Dana Kapitasi JKN yang tidak digunakan seluruhnya 

pada tahun anggaran berkenaan,sisa Dana Kapitasi JKN 

dimanfaatkan untuk tahun berikutnya. 

 

(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan maka pemanfaatannya hanya digunakan untuk 

dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

 

(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berasal dari Dana Jasa Pelayanan Kesehatan maka 

pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk Jasa Pelayanan 

Kesehatan. 

 

 

Pasal ........... 

 

 

 

 

 



Pasal 9 

 

Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan 

belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam RKA-

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VI 

JASA PELAYANAN KESEHATAN 

 

Pasal 10 

 

(1) Alokasi dana kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan 

kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan 

kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang 

melakukan pelayanan pada FKTP puskesmas. 

 

(2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai negeri sipil, pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai tidak tetap yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan 

dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan mempertimbangkan variable: jenis ketenagaan 

atau jabatan dan kehadiran. 

 

(4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan menteri kesehatan tentang penggunaan dana 

kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan 

kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas 

kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.   

 

BAB VII 

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN 

 

Pasal 11 

(1) Alokasi dana kapitasi JKN untuk pembayaran dukungan biaya 

operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk biaya obat 

alat kesehatan dan bahan medis habis pakai: 

a. Belanja ....... 

 

 



 

a) Belanja barang operasional terdiri atas:  

1. Pelayanan kesehatan dalam gedung 

2. Pelayanan kesehatan luar gedung 

3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas 

keliling 

4. Bahan cetakan atau alat tulis kantor 

5. Administrasi, koordinasi program dan sistem informasi 

6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

kesehatan 

7. Pemeliharaan sarana dan prasarana. 

b) Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

(2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis 

pakai,serta pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan 

dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat 

dilakukan oleh dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan pemanfaatan 

dana kapitasi JKN untuk biaya obat,alat kesehatan dan bahan 

medis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati 

ini. 

 

BAB VIII 

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN  

KESEHATAN NASIONAL 

 

Pasal 12 

(1)  Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja 

dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada kepala dinas 

kesehatan. 

 

(2)  Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-

perangkat daerah dinas kesehatan. 

 

(3)  Pelaksanaan dana kapitasi JKN dapat diaksanakan setelah 

pengesahan DPA dinas kesehatan dan DPA FKTP oleh pejabat 

yang berwenang. 

 

BAB ........ 

 

 



 

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 13 

Pembinaan dan pegawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan 

oleh dinas kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Malinau dan kepala FKTP puskesmas secara berjenjang dan 

fungsional oleh aparatur pengawasan instansi Pemerintah Daerah. 

 

BAB X 

PENUTUP 

 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Malinau 

 

 

Ditetapkan di Malinau 

pada tanggal 15 Agustus 2018 

 

BUPATI MALINAU,  

 

 

YANSEN  TP 

 

 

Ditetapkan di Malinau 

pada tanggal 15 Agustus 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, 
 

 
 

HENDRIS DAMUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 53 

 


